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RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2021-2027

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Pemerintah Desa Kebonsari Periode 2021-2027 adalah hasil Pemilihan Kepala Desa Kebonsari Tahun 2021 yang disahkan dengan Surat Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 188.45/552/427.12/2021 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Masa Jabatan 2021-2027 Tanggal 20 Desember 2021.
Dalam rangka penyelenggaraan kewenangan desa sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa dapat menyelenggarakan kewenangannya dalam bidang pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan  masyarakat desa dengan berdasarkan Pancasila, Undang-Udnang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika. Penerapan dari amanat Undang-Undang Desa tersebut, disetiap desa sudah pasti perlu untuk merumuskan strategi pencapaian percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang dilakukan secara terencana, sistematis, terukur dan berkesinambungan sehingga terjalin hubungan yang seimbang antara perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.
Dalam perencanan pembangunan desa yang telah bertahun – tahun dilaksanakan masih banyak ditemukan permasalahan dan persoalan di kalangan masyarakat penerima sasaran manfaat yang dapat mengakibatkan perencanaan desa belum memenuhi aspek keselarasan dengan kesejahteraan masyarakat desa, diantaranya:
a. Perencanaan Pembangunan Desa masih didominasi oleh kalangan tertentu;
b. Perumusan program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam perencanaan desa kurang mengakomodir kepentingan masyarakat miskin;
c. Perencanaan pembangunan desa kurang partisipatif;
d. Kegiatan yang telah dirumuskan kurang relevan dengan kebutuhan masyarakat;
e. Penentuan prioritas kegiatan belum mempertimbangkan skala prioritas dan potensi yang ada;
f. Perencanaan pembangunan desa kurang sistematis serta tidak memiliki ukuran keberhasilan yang jelas, sehingga hasil akhir yang akan dicapai belum mencerminkan keberhasilan dari kepemimpinan kepala desa yang telah dirumuskan dari visi dan misinya.
Dengan berbagai permasalahan tersebut, maka perumusan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) merupakan salah satu elemen penting dalam penyelenggaraan pembangunan desa karena merupakan satu-satunya dokumen perencanaan yang sah yang ada di desa oleh karena itu kualitas RPJMDes menjadi penting untuk menjadi perhatian baik dari segi proses penyusunannya, kualitas dokumen maupun kesesuaian dengan perundang-undangan. Pengkajian Keadaaan Desa (PKD) adalah merupakan proses wajib yang harus dilakukan untuk memastikan kualitas proses penyusunan Dokumen Perencanaan Desa.
Dalam proses pelaksanaan penyusunan RPJMDes harus mengacu pada ketentuan pasal 131 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang secara teknis diatur menurut ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

1.2. Landasan Hukum 
Dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Kebonsari Tahun 2022-2027 mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain: 1) Landasan Idiil Pancasila, 2) Landasan konstitusional Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, serta landasan operasional sebagai berikut:
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propensi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsidan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2989);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusaywaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
22. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1424);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2018 tentang RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) Daerah Kabupaten Lumajang 2005- 2025
25. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1  Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023
26. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
27. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 25 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
28. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; 
29. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2018 Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa  (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor .....) ;
30. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor .....);
31. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pedoman Tatacara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa
32. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2020 tentang Standar Biaya dan Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2021 (sebagaimana telah diubah dengan Perbup No 36 tahun 2021

1.3. Maksud dan Tujuan
1.3.1. Maksud
1. Sebagai pedoman dan acuan dalam menetapkan arah kebijakan pembangunan dan strategi pembangunan desa dalam kurun waktu 6 (enam) tahun mendatang serta dalam rangka menjamin keberlanjutan pembangunan jangka panjang yang konsisten antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 6 (enam) tahun yang akan datang sehingga secara bertahap dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa Kebonsari;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar pelaku pembangunan di Desa Kebonsari serta menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;
3. Menciptakan sinergisitas pelaksanaan pembangunan desa antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkatan pemerintahan;
4. Sebagai dasar komitmen bersama antar pelaku kepentingan pembangunan di Desa Kebonsari terhadap program dan kegiatan yang telah ditetapkan selama kurun waktu 6 (enam) tahun dalam rangka pencapaian visi dan misi pemerintah desa.

1.3.2. Tujuan
1. Tersedianya dokumen RPJMDes Desa Kebonsari Tahun 2022 - 2027 yang relevan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
2. RPJMDes sebagai alat tolak ukur keberhasilan dan evaluasi kinerja pemerintah desa selama enam tahun yang dilaksanakan pemerintah desa.


BAB II
PROFIL DESA

2.1. Sejarah Desa
Desa Kebonsari secara administratif adalah tercatat sebagai desa termuda. Dikatakan Desa termuda dikarenakan Desa Kebonsari merupakan pecahan dari Desa Labruk Kidul pada tanggal 28 Pebruari 1988 berdasarkan Pemisahan Desa menurut Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 27 Nopember 1987 No. 406/1987.
Nama-nama Kepala Desa atau Petinggi Desa yang pernah dan masih menjabat sampai saat ini adalah :
	NO
	N A M A
	MASA JABATAN
	KETERANGAN

	1
	Ardjo Sahari
	1988 s/d 1995
	Kepala Desa Pertama

	2
	Eko Kunto Daryono
	1995 s/d 2000
	Kepala Desa Kedua

	3
	Ro’ib
	Th. 2000 s/d 2015
	Kepala Desa Ketiga

	4
	Mistawi
	Th. 2016 s/d 2021
	Kepala Desa Keempat

	5
	Drs. Fathur Rohman
	2021 s /d sekarang
	Kepala Desa Kelima



2.2. Kondisi Umum Desa
2.2.1. Aspek Geografi
Secara administratif, Desa Kebonsari terletak di wilayah Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur dengan posisi dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga. Di sebelah Utara berbatasan dengan Desa Labruk Kidul dan Desa Grati. Di sebelah Barat berbatasan dengan Desa Labruk Kidul.Di sisi Selatan berbatasan dengan Desa Sumbersuko dan Desa Kaliwungu, sedangkan di sisi timur berbatasan dengan Desa Grati . 
Secara geografis Desa Kebonsari terletak pada posisi 8°9'21” Lintang Selatan dan 113°12’35’ Lintang Timur. Topografi ketinggian desa ini adalah berupa dataran rendah  yaitu sekitar 80 m di atas permukaan air laut.Berdasarkan data BPS Kabupaten Lumajang tahun 2004, selama tahun 2021 curah hujan di Desa Kebonsari rata-rata mencapai 2.400 mm. Curah hujan terbanyak terjadi pada bulan Desember hingga mencapai 405,04 mm
Secara umum kondisi fisik Desa Kebonsari memiliki kesamaan dengan desa-desa yang lain diwilayah Kecamatan Sumbersuko. Desa Kebonsari adalah dataran rendah dibawah 80 m dari atas permukaan laut dengan jarak ke Kecamatan sekitar 0,5 Km dan Ke Ibukota Kabupaten sekitar 4 Km. Desa Kebonsari memiliki luas wilayah 3,59 km2. 
[bookmark: page11]Kehidupan kemasyarakatan penduduk Desa Kebonsari, meskipun bersandingan dengan penduduk desa lain baik berasal dari satu Kecamatan maupun diluar wilayah Kecamatan, tetap menjaga nilai-nilai, harkat dan martabat penduduk desa lain, serta saling hormat menghormati, bantu membantu serta menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan untuk saling bergantung dan membutuhkan dengan yang lain.

Gambar Peta Desa Kebonsari
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2.2.2. Aspek Demografi
Secara umum gambaran kependudukan di desa Kebonsari  sampai dengan akhir tahun anggaran 2021 sebagai berikut :

1. Jumlah Penduduk
	Jumlah Penduduk
	Total
	Jumlah KK

	Laki-laki
	Perempuan
	
	

	2.822
	2.817
	5.629
	1901










2. Berdasarkan Agama
	
	Agama

	
	Islam
	Kristen
	Katolik
	Hindu 
	Budha
	Konghucu

	Jumlah
	5.620
	9
	
	
	
	



3. Berdasarkan Pekerjaan
	Agama
	Jumlah

	Buruh harian lepas
	664

	Petani pekebun
	192

	Mengurus RT
	1341

	Pelajar/mahasidswa'
	823

	Wiraswasta
	325

	Belum/tidak bekerja
	1184

	Karyawan swasta
	430

	Tukang batu
	112

	pegawai Negeri Sipil
	75

	Guru
	52

	Pedagang
	149

	Perdagangan
	22

	Sopir
	83

	Pensiunan
	62

	Polri
	7

	TNI
	5

	Transportasi
	28

	Nelayan
	2

	Tukang las/pandai besi
	3

	Karyawan honorer
	17

	Tukang jahit
	13

	Mekanik
	18

	Bidan
	3

	Dokter
	0

	Industri
	8

	Tukang kayu
	19

	Penata rias
	2

	Dosen 
	2

	Karyawan BUMN
	6

	Tukang listrik
	1

	Tukang las/pandai besi
	3





2.2.3. Aspek Sumber Daya Manusia
Sebagai pelaku utama pelaksanaan pembangunan di desa, peran serta dan daya dukung sumber daya manusia menjadi bagian terpenting untuk suksesnya pelaksanaan pembangunan. Untuk itu sumberdaya manusia di Desa Kebonsari dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.5.
Daftar Sumber Daya Manusia di Desa Kebonsari
	[bookmark: _Hlk100134975]No.
	Uraian Sumber Daya Manusia
	Volume
	Satuan

	1.
	2.
	3.
	4

	1
	TAMAT SD / SEDERAJAT
	2074
	Orang

	2
	TIDAK / BELUM SEKOLAH
	756
	Orang

	3
	SLTP/SEDERAJAT
	926
	Orang

	4
	BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT
	1244
	Orang

	5
	SLTA / SEDERAJAT
	752
	Orang

	6
	DIPLOMA IV/ STRATA I
	111
	Orang

	7
	DIPLOMA I / II
	19
	Orang

	8
	AKADEMI/ DIPLOMA III
	45
	Orang

	9
	STRATA II
	4
	Orang



2.2.4. Aspek Sumber Daya Pembangunan
Sebagai sarana pendukung pelaksanaan pembangunan di desa, ketersediaan sumber daya pembangunan mutlak diperlukan dalam rangka untuk menentukan langkah, arah dan strategi pembangunan di desa secara tepat. Sumber daya pembangunan di Desa Kebonsari dapat dilihat pada tabel berikut :
Daftar Sumber Daya Pembangunan di Desa Kebonsari
	No.
	Uraian Sumber Daya Pembangunan
	Volume
	Satuan

	1.
	2.
	3.
	4

	1
	Tenaga Kerja (Gotong Royong)
	1
	Kali/bulan

	2
	Sumber Daya Manusia
	5.601
	Jiwa

	
	
	
	



2.2.5. Aspek Sumber Daya Sosial Budaya
Sebagai bangsa yang besar, Indonesia yang terdiri dari berbagai budaya merupakan modal pendukung untuk mencapai suksesnya pembangunan di desa, terutama sebagai modal dasar untuk mempromosikan desa dalam kancah persaingan tingkat lokal, daerah, nasional maupun internasional. Sumber daya sosial budaya di Desa Kebonsari dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2.7.
Daftar Sumber Daya Sosial Budaya di Desa Kebonsari
	No.
	Uraian Sumber Daya Sosial Budaya
	Volume
	Satuan

	1.
	2.
	3.
	4

	1.
	Sedekah Desa
	1
	Kali/Tahun

	2.
	Mauludan
	1
	Kali/Tahun

	3.
	Suroan
	1
	Kali/Tahun

	4.
	Barik’an
	1
	Kali/Tahun



2.3. Kondisi Pemerintahan Desa
2.3.1. Wilayah Desa
Desa Kebonsari terdiri dari 3 Dusun, 45 RT dan 7 RW yang kepengurusannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Kebonsari, dengan perincian :
	NO
	URAIAN
	RINCIAN / PENJELASAN

	1.
	Jumlah dusun : 3 dusun 
	1. Dusun Sarirejo I
2. Dusun Sarirejo II
3. Dusun Curahjero

	2.
	Jumlah RW pada dusun Sarirejo I
	3

	3.
	Jumlah RW pada dusun Sarirejo II
	2

	4
	Jumlah RW pada dusun Curahjero
	2

	5
	Jumlah RW seluruhnya
	7

	6
	Jumlah RT pada RW 01 
	7

	7
	Jumlah RT pada RW 02
	7

	8
	Jumlah RT pada RW 03 
	6

	9
	Jumlah RT pada RW 04
	6

	10
	Jumlah RT pada RW 05 
	6

	11
	Jumlah RT pada RW 06
	7

	12
	Jumlah RT pada RW 07
	6

	13
	Nama Ketua RW 01 
	Khoirul Umam

	14
	Nama Ketua RW 02 
	Syafaat

	15
	Nama Ketua RW 03 
	Miskadi

	16
	Nama Ketua RW 04 
	Sulaiman

	17
	Nama Ketua RW 05 
	Sukriyanto

	18
	Nama Ketua RW 06 
	Suwirto

	19
	Nama Ketua RW 07 
	Ngatii

	20
	Nama Ketua RT 01 pada RW 01
	Suprayitno

	21
	Nama Ketua RT 02 pada RW 01
	M.Yusuf

	22
	Nama Ketua RT 03 pada RW 01
	Imam Turmudi

	23
	Nama Ketua RT 04 pada RW 01
	Khanan

	24
	Nama Ketua RT 05 pada RW 01
	Slamet Riyadi

	25
	Nama Ketua RT 06 pada RW 01
	Satuhan

	26
	Nama Ketua RT 07 pada RW 01
	Amin

	27
	Nama Ketua RT 08 pada RW 02
	Imam Syafii

	28
	Nama Ketua RT 09 pada RW 02
	Sudi Rohmad

	29
	Nama Ketua RT 10 pada RW 02
	Sucipto

	30
	Nama Ketua RT 11 pada RW 02
	Lolok Suharto

	31
	Nama Ketua RT 12 pada RW 02
	Nadziroh

	32
	Nama Ketua RT 13 pada RW 02
	Subandi

	33
	Nama Ketua RT 14 pada RW 03
	Nur Abidin

	34
	Nama Ketua RT 15 pada RW 03
	Dwi Handoko

	35
	Nama Ketua RT 16 pada RW 03
	Sugiyanto

	36
	Nama Ketua RT 17 pada RW 03
	Baihaqi

	37
	Nama Ketua RT 18 pada RW 03
	Muhamad Arifin

	38
	Nama Ketua RT 19 pada RW 03
	Muklas Mananda

	39
	Nama Ketua RT 20 pada RW 04
	Abd Rokhim

	40
	Nama Ketua RT 21 pada RW 04
	Subandi

	41
	Nama Ketua RT 22 pada RW 04
	Moch.Sya’ir

	42
	Nama Ketua RT 23 pada RW 04
	M. Asep

	43
	Nama Ketua RT 24 pada RW 04
	Saikhu

	44
	Nama Ketua RT 25 pada RW 04
	Satukan

	45
	Nama Ketua RT 26 pada RW 04
	Saiful

	46
	Nama Ketua RT 27 pada RW 05
	Khadirin

	47
	Nama Ketua RT 28 pada RW 05
	Mulyadi

	48
	Nama Ketua RT 29 pada RW 05
	Sujono

	49
	Nama Ketua RT 30 pada RW 05
	M. Qowim

	50
	Nama Ketua RT 31 pada RW 05
	Sudarman

	51
	Nama Ketua RT 32 pada RW 06
	M.Sodiq

	52
	Nama Ketua RT 33 pada RW 06
	Dodik Sudirman

	53
	Nama Ketua RT 34 pada RW 06
	Bani Atim

	54
	Nama Ketua RT 35 pada RW 06
	Misnan

	55
	Nama Ketua RT 36 pada RW 06
	Basuni

	56
	Nama Ketua RT 37 pada RW 06
	Ngatenar

	57
	Nama Ketua RT 38 pada RW 06
	Ahmad Zainul Fuad

	58
	Nama Ketua RT 39 pada RW 07
	Khambali

	59
	Nama Ketua RT 40 pada RW 07
	Nur Salam

	60
	Nama Ketua RT 41 pada RW 07
	Muzaki

	61
	Nama Ketua RT 42 pada RW 07
	Giaman

	62
	Nama Ketua RT 43 pada RW 07
	Hendrik

	63
	Nama Ketua RT 44 pada RW 07
	M. Mustaqim

	64
	Nama Ketua RT 45 pada RW 07
	Suwono




2.4. Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa
Sesuai dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dapat digambarkan sebagai berikut :



[image: ]

BAB III
PROSES PENYUSUNAN RPJMDES

3.1. PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RPJMDes
Pembentukan Tim Penysusun RPJMDes dilaksnakan dengan Proses identifikasi, pemilihan dan pembentukan Tim Penyusun RPJMDes yang berjumlah 7 – 11 orang terdiri dari unsur : Perangkat Desa, LPMD, Tokoh Masyarakat dengan menyertakan keterwakilan kelompok perempuan minimal 30% dari jumlah tim penyusun dengan tujuan agar bisa mendapatkan tim penyusun RPJMDes yang legitimasi dan kompeten. Kegiatan pembentukan diawali dengan proses identifikasi calon tim penyusun RPJMDes, Proses pemilihan anggota tim sesuai dengan representasi dan kapasitas selanjutnya proses pembentukan tim penyusun yang kemudian disahkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa Tentang Tim Penyusun RPJMDes.
Tim penyusun RPJMDes terdiri dari :
1. Kepala Desa selaku Pembina
2. Sekretaris Desa selaku Ketua
3. Ketua LPMD selaku Sekretaris
4. Anggota, yang berasal dari unsur :
• Perangkat Desa;
• Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa;
• Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
• Unsur Masyarakat lainnya.
Tugas Tim Penyusun RPJMDes :
a. Penyelarasan arah kebijakan Pembangunan Daerah;
b. Pengkajian Keadaan Desa;
c. Penyusunan rancangan RPJM Des; dan
d. Penyempurnaan rancangan RPJMDes.


3.2. PENYELARASAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

Gambar 1.1.
Hubungan RPJMDes dengan Dokumen Lainnya

RPJP DAERAH
KABUPATEN/ KOTA 
RPJM
NASIONAL
RPJM DESA
DESA 
RTRW
KABUPATEN/ KOTA 
RPJMD
KABUPATEN/ KOTA 
RENSTRA 
SKPD
RKP DESA 


Dalam sistem perencanaan pembangunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Desa, RPJMDes merupakan satu kesatuan yang utuh dari manajemen pembangunan di Desa Kebonsari, khususnya dalam menjalankan kebijakan dan program pembangunan di desa yang telah tertuang dalam berbagai dokumen perencanaan. Hubungan antara RPJMDes dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

3.2.1. RPJM Nasional
Visi Misi Presiden 2020-2024 :
Visi Misi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025. RPJMN 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma‟ruf Amin dengan visi “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua.
Untuk mewujudkan visi ini melalui 9 (tujuh) Misi Pembangunan yaitu:
1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia.
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, danTerpercaya
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

3.2.2. RPJM Provinsi
RPJM Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024 menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penyusunan RPJMDes karena RPJM Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024 ini merupakan bagian tahapan pembangunan daerah. Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan ini mencerminkan pentingnya permasalahan yang hendak diselesaikan tanpa mengabaikan permassalahan lainnya. Oleh karena itu tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua itu harus berkesinambungan dari periode ke periode berikutnya dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang. 

3.2.3. RPJMD Kabupaten
RPJM Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023 memiiki visi TERWUJUDNYA MASYARAKAT LUMAJANG YANG BERDAYA SAING, MAKMUR DAN BERMARTABAT  dan mempunyai misi :
1. Meningkatkan Kualitas SDM yang agamis, cerdas, kreatif, inovatif, dan bermoral melalui peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan, dan pembinaan keagamaan;
2. Meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat berbasis pertanian, pemberdayaan UMKM, dan jasa pariwisata serta usaha pendukungnya;
3. Mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih, dan demokratis melalui penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, aspiratif, partisipatif, dan transparan serta mendorong terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat.


Untuk mewujudkan misi dan visi tersebut maka Pemerintah Kabupaten Lumajang memiliki 6 (enam) agenda utama, yaitu :
1. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan, pembinaan keagamaan, serta pengembangan dan pelestarian budaya;
2. Meningkatkan aksebilitas dan derajat kesehatan masyarakat;
3. Meningkatkan kualitas SDM perempuan, anak, dan pemuda;
4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat;
5. Meningkatkan pelayanan publik yang profesional dan transparan;
6. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

3.2.4. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Arahan pengembangan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Lumajang yang cukup terkait dengan Desa Kebonsari adalah tentang struktur pemanfaatan ruang wilayah, menggambarkan rencana sistem pusat pelayanan permukiman perdesaan dan perkotaan serta sistem perwilayahan di Kabupaten Lumajang sehingga terjadi pemerataan pembangunan, pelayanan, mendorong pertumbuhan wilayah di perdesaan dan perkotaan.

3.2.5. RENSTRA SKPD
Pada prinsipnya RENSTRA SKPD mengacu dan berpedoman pada RPJM Daerah Kabupaten Lumajang Kinerja penyelenggaraan urusan SKPD akan sangat mempengaruhi kinerja pemerintahan daerah dan kepala daerah selama masa kepemimpinannya. Dalam konteks ini, RENSTRA SKPD merupakan bagian penting dalam penyusunan RPJMDes yang dikarenakan beberapa rencana strategis yang dilaksanakan SKPD yang disajikan secara sistematis dan terpadu ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas SKPD serta indikator dan tolok ukur pencapaiannya, tidak jarang bersentuhan dengan kepentingan kesejahteraan masyarakat desa atas wilayah kepentingan pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh SKPD terkait.


3.2.6. Rencana Kerja Pemerintah Desa Kebonsari
Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan dokumen perencanaan pemerintah desa untuk satu periode tahun anggaran berjalan, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Kebonsari Tahun 2022 -2027.

3.3. PENGKAJIAN KEADAAN DESA
Pengkajian Keadaan Desa dilakukan dengan Pemetaan kondisi objektif di desa, termasuk kondisi di masing-masing dusun, maupun kelompok-kelompok sektoral, guna mendapatkan gambaran permasalahan yang dihadapi, potensi yang dimiliki dan gagasan untuk memperbaiki kondisi sesuai kebutuhan masyarakat sehingga mendapatkan gambaran kondisi objektif desa, baik yang berbasis kewilayahan maupun sektoral.
Pengkajian Keadaan Desa dilakukan dengan tahapan :
1. Penyelarasan Data Desa :
· Pengambilan data dari dokumen desa
· Pembandingan Data Desa dengan kondisi data saat ini.
2. Penggalian Gagasan Masyarakat :
· Dilakukan untuk menemukenali masalah yang dihadapi masyarakat desa, potensi / peluang pendayagunaan sumber daya Desa serta gagasan – gagasan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat desa;
· Dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa sebagai sumber data dan informasi;
· Pelibatan masyarakat desa dapat dilakukan melalui musyawarah dusun dan kelompok;
3. Penyusunan Laporan Hasil Pengkajian Keadaan Desa :
Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa berdasarkan hasil penggalian gagasan.

3.4. MUSYAWARAH DESA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DESA
Pembahasan hasil pengkajian keadaan desa, rumusan arah kebijakan pembangunan desa yang dijabarkan dari visi-misi kepala desa, rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa serta pendayagunaan potensi yang ada/dimiliki oleh desa yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara partisipatif melalui forum musyawarah desa.
Musyawarah desa untuk membahas dan menyepakati : laporan hasil pengkajian keadaan desa, rumusan arah kebijakan pembangunan desa yang dijabarkan dalam visi misi kepala desa, rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa, sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan, rencana pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat desa, unsur masyarakat, kerjasama antar desa, dan/atau kerjasama desa dengan pihak ketiga. yang dilakukan dengan diskusi Kelompok secara Terarah yang dibagi kedalam 4 Kelompok sesuai dengan bidang pembahasan.

3.5. PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA
Proses penyusunan rancangan RPJMDes oleh tim penyusun RPJMDes sesuai dengan berita acara dan lampiran hasil musyawarah desa. tersusunnya rancangan RPJMDes dengan prioritas program / kegiatan berdasarkan 5 bidang yaitu : Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Penanggulangan Bencana, keadaan Darurat dan Keadaan Mendesak. Kemudian dilakukan cek ulang atas hasil Musyawarah Desa serta melakukan perbaikan teknis dan menyusun rancangan RPJM Desa sesuai dengan form yang telah ditentukan

3.6. MUSRENBANG DESA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DESA
Proses musyawarah yang diselenggarakan pemerintah desa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan desa, diikuti oleh pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat guna membahas dan menyepakati rancangan RPJMDes.

3.7. PENETAPAN RPJM DESA                                                          
Rancangan RPJMDes yang telah disepakati melalui musrenbang desa disahkan menjadi Peraturan Desa melalui Proses legalisasi RPJMDes sebagai dokumen perencanaan desa selama 6 (enam) tahun dalam bentuk Peraturan Desa. 


BAB IV
PRIORITAS MASALAH

4.1. Masalah
Daftar peta permasalahan ini didapat dari hasil musdes penyusunan RPJMDes Desa Kebonsari yang menghadirkan masing-masing perwakilan dusun yang berkompeten dan mewakili unsur-unsur yang ada di dalamnya dengan menggunakan alat kaji potret desa, diagram venn hubungan kelembagaan serta kalender musim. Sebagai data tambahan, upaya observasi dan wawancara dengan para pihak terkait juga dilakukan, sehingga dimungkinkan tidak ada masalah, potensi dan usulan perencanaan pembangunan desa yang terlewatkan/tidak terakomodasi.
Semua pandangan yang muncul diinventarisir, dicoding, dan diskoring, untuk kemudian diurutkan berdasarkan nilai permasalahan yang mendapat skoring terbanyak di masing-masing bidang. Karena begitu banyaknya masalah yang masuk maka diupayakan reduksi data, sehingga masalah di sini benar-benar masalah pokok dan penting.
Di bawah ini adalah daftar masalah yang secara kualitatif dirasakan oleh masyarakat yang dirumuskan dari hasil pengkajian di masing-masing dusun.

Tabel 4.1. : Bidang dan Permasalahan
	No
	Bidang
	Masalah

	1
	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan
	1. Penetapan dan penegasan batas Desa; yaitu : Tugu batas desa
2. Pendataan Desa; yaitu : Profil Desa
3. Penyusunan tata ruang Desa; yaitu : Pembangunan Ruang Hijau Desa
4. Penyelenggaraan musyawarah Desa; yaitu : Musrenbangdes, Musdes RKPDes
5. Pengelolaan informasi Desa; yaitu : Peta Sosial Desa
6. Penyelenggaraan perencanaan Desa; yaitu : RPJMDes, RKPDes dan APBDes
7. Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa; yaitu : LPPD, APBDes dan LRA
8. Penyelenggaraan kerjasama antar Desa; yaitu : Sarpras
9. Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa; yaitu : Rehap Kantor Desa

	2
	Bidang Pelaksanaan Pembangunan
	1. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa, yaitu : pembangunan jalan, drainase, Pembangunan Gedung dan Plengsengan
2. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan, yaitu : Polindes, Posyandu
3. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan, yaitu : TK, PAUD, Madrasah, TPQ
4. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi, yaitu : Tempat Wisata, BUMDes
5. Pelestarian lingkungan hidup, yaitu : Pembangunan Taman Desa , Ruang Terbuka Hijau, Pelatihan Management BUMDes

	3
	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
	1. Pembinaan lembaga kemasyarakatan; yaitu : Pembinaan RT / RW, LKMD, PKK, Karang Taruna
2. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban; yaitu : Satgas Keamanan Desa
3. Pembinaan kerukunan umat beragama; yaitu : Yasinan, Tahlilan
4. Pengadaan sarana dan prasarana olahraga; yaitu : Lapangan Terpadu
5. Pembinaan lembaga adat; 
6. Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; yaitu : Pembinaan Kelompok Kesenian

	4
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat
	1. Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, dan perdagangan; yaitu : Gapoktan, UMKM, Pelatihan Batik, Pelatihan Bengkel, Kopwan
2. Pelatihan teknologi tepat guna; 
3. Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa; yaitu : Bintek dan sosialisasi Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa
4. Peningkatan kapasitas masyarakat; yaitu : Pelatihan Bengkel, Pelatihan Batik



4.2. Isu / Masalah Utama
Berdasarkan hasil pengkajian potensi dan masalah maupun penggalian informasi dan aspirasi dari berbagai pihak, maka dapat dijelaskan gambaran permasalahan kunci yang dihadapi berikut prioritas penanggulangan masalah serta gambaran potensi unggulan beserta prioritas rencana pengembangannya. Adapun prioritas potensi dan masalah dapat dijelaskan sebagaimana berikut :
a. Masalah dibidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
1. Dalam pelayanan yang prima terhadap masyarakat belum maksimal karena aparatur pemerintah desa dalam penguasaan IT, manajemen, pelayanan kepada masyarakat belum memadai.
2. Dukungan fasilitas kinerja di desa masih sangat terbatas.
3. Belum maksimalnya kinerja Badan Permusyawarata Desa dalam menjalankan fungsinya dalam menyerap aspirasi masyarakat.
4. Peran lembaga pemberdayaan dalam mendukung pemerintahan desa belum maksimal.
5. Peran lembaga-lembaga pendukung pemerintah masih sangat minim
6. Tata kelola administrasi dan pelaporan masih sangat rendah
7. Desa belum mempunyai tata ruang sehingga belum terpetakan potensi desa yang ada.
8. Kualitas produk-produk hukum desa masih belum memberikan arah pelaksanaan pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel.
9. Belum mampu menyediakan data dan informasi yang memadai di desa dalam penyusunan kebijakan pembangunan.
10. Desa belum mempunyai pedoman dan kesiapan tanggap darurat early warning system sehingga dalam mengantisipasi bencana sangat lemah
11. Belum mempunyai kegiatan yang mempunyai aspek kewilayahan dan kegiatan antar desa.
12. Tim pelestari dan pemelihara belum terlembaga dan belum mendapat dukungan maksimal dari pemerintah.
13. Program –program lembaga yang ada di desa masih bersifat normatif sehingga implemtasinya belum merupakan kebutuhan masyarakat. 



b. Penyelenggaraan Pembangunan 
1. Prasarana dasar yang tersedia di desa baik yang terkait dengan infrastruktur kesehatan, pendidikan dan juga infrastrutur yang mendukung kegiatan perekonomian masih sangat kurang
2. Pemeliharaan infrastrutur di desa masih belum tersistem dan terlembaga dengan baik bahkan ada beberapa infrastruktur penunjang tidak terpelihara sehingga tidak bermanfaat dengan maksimal.
3. Pemanfatan sumber daya alam lokal desa yang dapat mendukung perekonomian masyarakat belum dapat di manfatkan  dengan maksimal.
4. Masih sangat terbatasnya dukungan infrastruktur untul lembaga, kelompok ekonomi, sosial dan budaya sehingga budaya lokal belum menonjol.
5. Masyarakat belum mampu mengenali, menggali dan memanfaatkan potensi lokal yang ada karena keterbatasan pengatahuan.
6. Desa belum mampu mempetakan pembangunan yang berbasis teknologi tepat guna.
7. Pembangunan sarana prasarana pendukung lembaga-lambaga keuangan desa belum maksimal untuk mendongkrak pendapatan desa.
8. Pemeliharaan dan pelestarian infrastruktur belum diperkuat dengan dukungan dana.
9. Peran kelompok-kelompok di desa belum nyata kontribusinya dalam meningkatkan pendapatan desa dan kesejahtraan masyarakat.
10. Potensi unggulan dan potensi lokal belum dapat di bangkitkan kembali.
 
c. Masalah dibidang Pembinaan Kemasyarakatan
1. Penyelesaian sengketa masyarakat diperlukan para legal sehingga kasus-kasus sengketa dapat diselesaikan di desa.
2. Kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan masih relatif rendah.
3. Rendahnya peran serta pasaraman oleh komponen masyarakat.
4. Potensi pariwisata cukup berpeluang dengan tofografi yang indah hal ini membutuhkan dukungan masyarakat.
5. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya sehingga masih sering terjadi banjir dan penyakit menular, lingkungan yang asri.
6. Mekanisme perencanaan dan anggaran yang transparan belum tersistem dengan baik.
7. Kegiatan-kegiatan yang terkait kerohanian dan spiritual masih jarang dilaksanakan hanya dilaksanakan sewaktu-waktu belum terlembaga dengan baik.
8. Untu menjaga kewibawaan pemerintah desa maka aparatur perlu disiplin, transparan dalam melaksanakan tugas.
9. Peran-peran lembaga sosial di desa masih sangat minim dalam kepeduliannya terhadap masyarakat miskin.
 
d. Masalah dibidang Pemberdayaan kemasyarakatan
1. Masih rendahnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangun
2. Kurang pedulinya masyarakat terhadap fungsi- lembaga-lembaga adat di desa.
3. Belum terakomodasinya beberapa kelompok yang bergerak di bidang ekonomi, sosial dan kesenian di desa oleh pemerintah desa.
4. Kelompok- kelompok belum mampu mandiri sehingga cendrung tergantung pada instansi dan pihak lain.
5. Kurang pedulinya masyarakat terhadap masyarakat miskin disekitarnya sehingga peran pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan masih dominan.
6. Potensi seni dan budaya belum terlembaga dengan baik sehingga belum mampu memberikan kontribusi dalam membangun potensi khusus desa.
7. Keterlibatan masyarakat dalam pemeliharaan aset desa sangat rendah dan belum terlembaga dengan baik.
8. Rendahnya kemampuan kelompok tani dalam penanganan paska panen.
9. Kemampuan BUMDes masih sangat terbatas.
10. Belum ada dukungan dalam pengembangan industri rumah tangga
11. Peran lembaga non formal di desa masih sangat rendah kontribusinya di dalam meningkatkan peran serta masyarakat dalam gotong royong

Berdasarkan Rumusan permasalahan yang cukup besar yang didapat di tingkat desa, bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif. Ketidak cermatan mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya inefisiensi anggaran.
Dalam merumuskan prioritas perencanaan pembangunan desa harus mempertimbangkan kondisi obyektif desa yaitu kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, pelindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.


4.3. Masalah dan potensi dari potret desa
	No.
	MASALAH
	POTENSI

	1
	Banyaknya jalan desa di wilayah pemukiman penduduk yang mengalami kerusakan
	Tenaga gotong royong

	2
	Di beberapa lingkungan perumahan penduduk desa tidak sehat/tidak layak huni
	TP PKK
Kader Posyandu
Pos Kesehatan Desa

	3
	Banyaknya anak-anak dan lansia  yang terkena penyakit 
	Posyandu
Kader Posyandu

	4
	Banyaknya lahan/pekarangan rumah penduduk yang tidak termanfaatkan dengan baik
	Pekarangan rumah
Kader Desa
Petani

	5
	Minimnya sarana-prasaran dan teknologi tepat guna untuk kegiatan pengembangan dan pengolaan pasca panen
	Lahan persawahan
Kelompok tani
Hasil panen

	6
	Mahalnya harga bahan/pakan ternak dan peralatan untuk mengembangan peternakan
	Lahan 
Peternak

	7
	Sulit/mahalnya harga bibit dan pupuk
	Lahan pertanian / sawah 

	8
	Minimnya sarana dan prasarana pendidikan usia dini dan TK
	Lokal 
Guru Pengajar








4.4. Masalah dan potensi dari kalender musim
	No.
	Masalah/Kegiatan/Keadaan
	Pancaroba
	Kemarau
	Musim Hujan

	
	
	Mar
	Apr
	Mei
	Jun
	Jul
	Agt
	Sep
	Okt
	Nov
	Des
	Jan
	Feb

	1.
	Musim tanam 
	
	***
	***
	
	***
	****
	****
	
	
	***
	***
	

	2.
	Musim kering / sulit air
	
	
	**
	***
	***
	****
	****
	**
	
	
	
	

	3.
	Banyak hajatan
	
	***
	****
	
	**
	***
	
	
	
	
	****
	****

	4.
	Kesehatan (banyak penyakit)
	***
	***
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	***



	
No.
	
MASALAH 
	
POTENSI

	1. 
	Pada saat musim hujan terjadi banjir
	· Saluran Air
· Swadaya Masyarakat

	2. 
	Pada musim pancaroba banyak masyarakat desa terkena penyakit 
	· Mantri
· Bidan
· Posyandu
· Kader Posyandu

	3. 
	Pada saat musim hujan banyak masyarakat terkena penyakit  diare dan DBD (demam berdarah)
	· Bidan desa
· Kader PKK
· Posyandu 
· Kader Posyandu 

	4. 
	Pada saat ada hajatan membutuhkan biaya tambahan
	· Hasil panen





4.5. Masalah dan potensi dari kelembagaan desa

BAGAN KELEMBAGAAN DESA
MASYARAKAT
PKK

Posyandu

BPD
Karang Taruna
Sekolah

Pemerintah Desa
Kelompok Tani
Bumdes
LKMD

LKMD
RT
RW






MASALAH DAN POTENSI DARI KELEMBAGAAN DESA
	No.
	LEMBAGA
	MASALAH
	POTENSI

	1
	PEMDES dan BPD
	· Perangkat desa kurang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
· Kurang memahami/maksimal dalam menjalankan Tugas, Pokok dan Fungsinya
· badan usaha desa belum mampu memberikan pemasukan /penghasilan kepada kas desa
	· Perangkat lengkap
· Sarana tersedia
· Ada usaha yang bisa dikembangkan

	2
	LKMD
	· Pengurus LKMD sebagian tidak tampak kegiatannya
· Kurang memahami/maksimal dalam menjalankan Tugas, Pokok dan Fungsinya
	· Pengurus lengkap
· Tenaga pengurus potensial

	3
	KELOMPOK TANI
	· Minimnya pengetahuan petani tentang teknologi tepat guna
· Sarana prasana menuju persawahan sangat minim
	· Lembaga ada
· Pengurus lengkap

	4
	BUMDES
	· Kurangnya modal 
	· Pengurus lengkap

	5
	KARANG TARUNA
	· Pengurus Karang taruna  tidak tampak kegiatannya
· Kurang memahami/maksimal dalam menjalankan Tugas, Pokok dan Fungsinya
· Sarana prasarana masih kurang maksimal
	· Pengurus lengkap
· Tenaga pengurus potensial

	6
	PKK
	· Pengurus PKK tidak tampak kegiatannya
· Kurang memahami/maksimal dalam menjalankan Tugas, Pokok dan Fungsinya
· Sarana prasarana masih kurang maksimal
	· Pengurus lengkap
· Tenaga pengurus potensial
· Ada program kerja
· Sarana tersedia 

	7
	SEKOLAH/
TEMPAT PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL
	· Sarana prasarana sekolah kurang memadai
· Insentif tenaga pengajar masih rendah
	· Tenaga Pengajar
· Murid
· Lahan pendidikan
· Program kerja

	8
	POSYANDU
	· Sebagian program kerja tidak dapat terlaksana
· Sarana prasarana kesehatan kurang memadai
· Insentif kader masih rendah
· Kader belum memahami/kurang maksimal dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya
	· Kader Posyandu
· Program kerja
· Posyandu





BAB V
KEBIJAKAN DESA
5.1. VISI dan MISI
5.1.1. Visi
Visi adalah rumusan umum untuk mengenal keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang didalamnya berisi suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen stakeholders. Visi dapat dikatakan juga semacam tujuan yang dapat mengarahkan dan mendorong semua stakeholders (pemerintah dan non pemerintah) untuk berkontribusi pada pencapaian visi. Visi dirancang mempunyai jangkauan 6 tahun kedepan atau lebih ke depan dan merupakan keadaan ideal yang sifatnya memberikan inspirasi dan arah serta posisi tawar desa di masa depan dalam kancah pergaulan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Berdasarkan kondisi masyarakat Desa Kebonsari saat ini, permasalahan dan tantangan yang dihadapi di masa depan, serta dengan memperhitungkan faktor strategis dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, pemangku kepentingan serta pemerintah desa, maka dalam pelaksanaan periode pembangunan Pemerintah Desa Kebonsari tahun 2021-2027, dicanangkan visi Pembangunan Desa Kebonsari adalah sebagai berikut :
KEBONSARI “BERSAUDARA”
(Bermartabat, Sejahtera, Aman, Unggul, Damai, Religius, Amanah)
Penjelasan Visi:
Pada visi tersebut terdapat kata kunci, yaitu: Bermartabat, Sejahtera, Unggul, Damai, Religius, dan Amanah dan artinya bahwa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa Kebonsari yaitu masyarakat desa yang Sejahtera dan bermartabat, maka dalam 6 tahun yang akan datang ini diperlukan upaya mewujudkan:
1. Bermartabat, yang dimaknai bahwa pembangunan desa yang telah direncanakan dapat meningkatkan derajat dan martabat seluruh lapisan masyarakat desa
2. Sejahtera, yang dimaknai bahwa pembangunan desa yang telah direncanakan dapat memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Desa 
secara lahir dan batin. Kebutuhan dasar tersebut
berupa kecukupan dan mutu pangan, sandang, papan, kesehatan,
pendidikan, lapangan pekerjaan dan kebutuhan dasar lainnnya
seperti lingkungan yang bersih, aman dan nyaman, juga
terpenuhinya hak asasi dan partisipasi serta terwujudnya
masyarakat beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Aman, yang dimaknai bahwa pembangunan desa yang akan dilaksanakan dapat mewujudkan rasa aman bagi Masyarakat dan bebas ancaman apapun;
4. Unggul yang dimaknai bahwa pembangunan desa yang akan dilaksanakan dapat menjadikan manusia tersebut menjadi kreatif, inovatif, dan produktif 
5. Damai, yang dimaknai bahwa dalam pembangunan desa dapat memberikan rasa damai, tenang dan bahagia;
6. Religius yang dimaknai bahwa dalam pembangunan desa dapat membentuk sikap dan perilaku yang taat/patuh dalam menjalankan ajaran agama yang dipeluknya, bersikap toleran terhadap pelaksaan ibadah agama lain, serta selalu menjalin kerukunan hidup antara pemeluk agama lain
7. Amanah Artinya mengandung pengertian bahwa Kinerja Pemerintah Desa Kebonsari  ingin mewujudkan kehidupan pemerintaah yang disiplin sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.

5.1.2. Misi
Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan yang nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Adapun misi pembangunan Desa Kebonsari untuk 6 tahun kedepan adalah sebagai berikut :
1. Memperkuat tata kelola Pemerintahan Desa yang efektif, demokratis, transparan & akuntabel;
2. Memperkuat kemandirian ekonomi, pertanian dan pemberdayaan masyarakat;
3. Mendorong berkembangnya kehidupan beragama dan peningkatan pendidikan bagi seluruh masyarakat;
4. Mendorong terciptanya suasana desa yang aman, tentram, damai dan sejahtera;
5. Percepatan pembangunan infrastruktur dan akses layanan dasar untuk meningkatkan derajat kehidupan bagi masyarakat;



5.1.3. Tujuan
Mengacu pada pernyataan visi dan misi dengan didasarkan pada isu-isu, permasalahan dan potensi yang ada di Desa Kebonsari maka tujuan yang ingin dicapai dalam 6 tahun ke depan adalah :
1. Terwujudnya masyarakat yang semakin maju dalam kemandirian ekonomi dan pertanian.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat yang lebih baik;
3. Mengenalkan potensi yang ada di desa Kebonsari kepada masyarakat luas.

5.1.4. Sasaran
Sasaran umum yang merupakan target atau hasil yang diharapkan dari pembangunan Desa Kebonsari dalam kurun waktu 6 tahun kedepan dimana atas keberhasilan target ini diharapkan berdampak pada seluruh aspek kehidupan masyarakat, yaitu :
1. Meningkatkan Desa Kebonsari sebagai desa mandiri;
2. Meningkatnya peran tenaga kependidikan baik formal maupun informal;
3. Semakin berkualitasnya taraf hidup masyarakat desa dan dapat diandalkan dalam kancah persaingan global;

5.2. Arah Kebijakan Pembangunan Desa
Kebijakan Pembangunan Desa Kebonsari akan diarahkan pada beberapa aspek, antara lain : 
1. Pengalokasian anggaran berdasarkan skala prioritas agar program pemerintah desa dapat terlaksana secara cepat, tepat dan akurat yang ditunjang dengan peningkatan kesejahteraan aparatur dan lembaga yang ada dengan mengedepankan perbaikan manajemen pemerintahan dan pelayanan publik 
2. Penataan administrasi pemerintahan desa 
3. Memberdayakan lembaga yang ada dan mengoptimalkan kegiatan ekonomi guna menunjang Peningkatan daya beli masyarakat 
4. Peningkatan sumber daya masyarakat agar masyarakat menjadi lebih produktif dan mampu berdaya saing menghadapai perkembangan lingkungan 
5. Peningkatan Kegiatan Pembinaan Keagamaan 
6. Peningkatan pengelolaan jalan Desa, jalan lingkungan, gang, , saluran air pertanian, sarana keagamaan serta infrastruktur lainn Menggerakan seluruh elemen masyarakat dalam swadaya guna mencapai target pembangunan di Desa.
7. Menggali potensi di wilayah desa guna menambah PAD Desa untuk menambah dana stimulan pemerintah dalam pembangunan yang ada di Desa.
8. Meningkatkan SDM masyarakat dengan mengadakan pelatihan – pelatihan khususnya di bidang pertanian dan Industri Rumah tangga untuk mendorong tingkat perekonomian masyarakat.
9. Membantu para petani dalam permodalan.
Sesuai dengan arah kebijakan yang ada di Desa Kebonsari yang meliputi lima bidang, maka untuk perencanaan kegiatan yang ada di Desa Kebonsari tetap berdasarkan empat bidang tersebut, yaitu :
1. Bidang penyelenggaraan Pemerintahan  Desa, kegiatan desa antara lain :
a. Penetapan dan penegasan batas Desa
b. Pendataan Desa
c. Penyusunan tata ruang Desa
d. Penyelenggaraan musyawarah Desa
e. Pengelolaan informasi Desa
f. Penyelenggaraan perencanaan Desa
g. Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa
h. Penyelenggaraan kerjasama antar Desa
i. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan Pengisian Perangkat Desa
j. Penghasilan dan Kesejahteraan Pemerintah Desa
k. Honor, Operasional Tim dan Lembaga Desa
l. Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2. Bidang Pelaksanaan  pembangunan  Desa, kegiatan desa antara lain :
a. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrasruktur  dan lingkungan Desa antara lain:
1. Pembangunan dan pemeliharaan jalan desa
2. Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani
3. Jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian
4. Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan
5. Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa
6. Pengembangan sarana dan prasarana produksi pertanian di Desa
7. Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa
8. Pembangunan dan pengelolaan pembangkit listrik tenaga mikrohidro
9. Pembangunan dan pengelolaan sumber air
b. Pembangunan,  pemanfaatan  dan  pemeliharaan  sarana  dan  prasarana kesehatan antara lain:
1. Air bersih berskala Desa
2. Sanitasi lingkungan
3. Pengembangan dan Pelayanan  Kesehatan Desa 
4. Pengelolaan dan Pembinaan Kesehatan Desa
5. Sarana dan prasarana kesehatan
c. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana  pendidikan dan kebudayaan antara lain:
1. Taman bacaan masyarakat/perpustakaan 
2. Pembangunan dan Pengelolaan sarana prasarana Pendidikan anak usia dini
3. Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini
4. Balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat
5. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni
6. Sarana  dan  prasarana  kegiatan kesenian
d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan,  pemanfaatan  dan  pemeliharaan  sarana  dan  prasarana  ekonomi  antara  lain:
1. Pembangunan dan pengelolaan Pasar Desa dan kios Desa
2. Pembentukan dan pengembangan BUM Desa
3. Penguatan permodalan BUM Desa
4. Pembibitan tanaman pangan
5. Penggilingan padi
6. Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa
7. Pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan
8. Pembukaan lahan pertanian
9. Pembangunan dan Pengelolaan Kandang ternak
10. Mesin pakan ternak
11. Pengembangan benih lokal 
12. Pengembangan  teknologi  tepat  guna  pengolahan  hasil  pertanian
13.  Pengembangan ternak secara kolektif
14. Pembangunan dan pengelolaan energi mandiri
e. Pelestarian lingkungan hidup antara lain:
1. Penghijauan
2. Perlindungan terhadap satwa
3. Pengelolaan sampah secara terpadu
4. Perlindungan terhadap mata air
5. Pembersihan daerah aliran sungai
3. Bidang Pembinaan kemasyarakatan Desa, kegiatan desa antara lain :
a. Pembinaan lembaga kemasyarakatan
b. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
c. Pembinaan kerukunan umat beragama
d. Pengadaan sarana dan prasarana olah raga
e. Pengadaan sarana dan prasarana tempat ibadah
f. Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat
g. Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini
h. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni
4. Bidang Pemberdayaan masyarakat Desa, kegiatan desa antara lain :
a. Pelatihan usaha ekonomi produktif dan pertanian
b. Pelatihan teknologi tepat guna
c. Peningkatan kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa
d. Pelatihan peningkatan kualitas proses perencanaan desa
e. Pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
f. Penyelenggaraan sosialisasi/penyuluhan/seminar tentang kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat
g. Peningkatan Kesejahteraan Perangkat Desa
h. Pemberian bantuan masyarakat miskin/ penanggulangan kemiskinan
i. Peningkatan kapasitas masyarakat, melalui :
1) Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
2) Kelompok Usaha Ekonomi Produktif
3) Kelompok Perempuan
4) Kelompok Tani
5) Kelompok Masyarakat Miskin
6) Kelompok pengrajin/ketrampilan khusus
7) Kelompok perlindungan anak
8) Kelompok Pemuda
9) Kelompok Kesenian
10) Kelompok Keagamaan
11) Kelompok Simpan Pinjam
12) Kelompok Tenaga Pengajar
5. Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa
a. Penanggulangan Bencana
b. Keadaan Darurat
c. Keadaan Mendesak

5.3. Arah Kebijakan Keuangan Desa
Penyusunan RPJMDes Tahun Anggaran 2022 – 2027 didasarkan pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dalam mengoptimalkan pengelolaan keuangan desa, kebijakan anggaran dilaksanakan dengan prinsip Partisipasi Masyarakat, Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran, Disiplin Anggaran, Keadilan Anggaran, Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Anggaran serta Taat Azas APBDesa.

5.3.1. Pengelolaan Pendapatan Desa
Pendapatan desa meliputi semua penerimaan yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang akan menentukan pendapatan desa, dimana merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sumber-sumber pendapatan desa meliputi pendapatan asli desa (PAD), pendapatan transfer dan pendapatan lain-lain.
Realisasi pendapatan Desa Kebonsari pada tahun anggaran 2016 s.d 2021 sebagaimana dalam tabel berikut :
Target dan Realisasi Pendapatan Desa TA 2016 –2021
	[bookmark: _Hlk100217400]Pendapatan
Desa
	2016
	2017
	2018

	
	Target
	Realisasi
	Target
	Realisasi
	Target
	Realisasi

	Pendapatan Asli Desa
	112.500
	112.500
	112.500
	112.500
	112.500
	112.500

	Alokasi Dana Desa
	619.384
	619.384
	604.768
	604.768
	656.209
	656.209

	Dana Desa
	627.567
	627.567
	801.381
	801.381
	715.633
	715.633

	Bagi Hasil Pajak
	11.147
	15.604
	41.736
	43.287
	76.139
	38.882

	Bantuan Keuangan Khusus
	450.000
	450.000
	150.000
	150.000
	103.000
	70.000


(Dalam Ribuan 000)

	Pendapatan
Desa
	2019
	2020
	2021

	
	Target
	Realisasi
	Target
	Realisasi
	Target
	Realisasi

	Pendapatan Asli Desa
	90.000
	90.000
	90.000
	90.000
	120.000
	120.000

	Alokasi Dana Desa
	689.700
	689.700
	614.427
	612.928
	615.701
	613.131

	Dana Desa
	816.097
	816.097
	803.798
	803.798
	879.155
	879.155

	Bagi Hasil Pajak
	59.999
	38.117
	44.964
	
	36.991
	36.991

	Bantuan Keuangan Khusus
	115.000
	115.000
	101.088
	101.088
	152.798
	152.798


(Dalam Ribuan 000)


5.3.2. Pengelolaan Belanja Desa
Belanja Desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa yang terdiri dari jenis belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Adapun klasifikasi Belanja Desa terdiri atas kelompok : Belanja bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Belanja bidang Pembangunan Desa, Belanja bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Belanja bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, Belanja bidang Belanja Tak Terduga. 
Serapan atau realisasi belanja dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021telah kami sampaikan pada tahun – tahun kemarin. Target dan realisasi belanja APBDesa Kebonsari Tahun Anggaran 2016 s.d 2021, sebagaimana tabel berikut :
[bookmark: _Hlk100217444]Target dan Realisasi Belanja Desa Kebonsari TA 2016 s.d TA 2021
	[bookmark: _Hlk100217424]TAHUN
	Target
	Realisasi

	Tahun 2016
	1.820.801.476
	1.788.897.624

	Tahun 2017
	1.747.999.996
	1715.615.270

	Tahun 2018
	1.724.961.792
	1.492.637.295

	Tahun 2019
	1.821.059.232
	1.663.748.056

	Tahun 2020
	1.700.407.788
	1.634.957.838

	Tahun 2021
	1.824.139.108
	1.817.238.760



5.3.3. Pengelolaan Pembiayaan Desa
Pembiayaan desa meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus, yang dirinci menurut urusan pemerintahan desa, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan. Pembiayaan desa terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
Pengelolaan pembiayaan desa diarahkan pada kebutuhan percepatan pembangunan dengan mempertimbangkan kekuatan APBDes. Struktur pembiayaan desa yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan memungkinkan untuk terjadi kinerja anggaran defisit atau surplus. Apabila performance budgeting memperlihatkan terjadinya defisit anggaran, maka harus dikreasi jenis penerimaan desa yang akan dijadikan pilihan untuk menutup defisit. 




5.4. Program dan Kegiatan Indikatif
Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Desa untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran. Program pembangunan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Desa Kebonsari untuk mewujudkan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai enam tahun kedepan, sebagai berikut :

	1
	
	
	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

	
	
	
	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berisi sub bidang dan kegiatan yang digunakan untuk mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan Desa yang mencakup:

	
1
	
1
	
	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa 

	1
	1
	01
	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa

	1
	1
	02
	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa

	1
	1
	03
	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa

	
1
	
1
	
04
	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan
PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)

	1
	1
	05
	Penyediaan Tunjangan BPD

	
1
	
1
	
06
	Penyediaan	Operasional	BPD	(Rapat-rapat	(ATK,	makan-minum), perlengkapan		perkantoran,	Pakaian	Seragam,	perjalanan	dinas,
listrik/telpon, dll)

	1
	1
	07
	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW

	1
	1
	90
	Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa

	1
	1
	91
	Penyediaan Tambahan Tunjangan Perangkat Desa

	1
	1
	92
	Pemeliharaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor Desa

	1
	1
	93
	Penyediaan Pembayaran Upah Bulanan Staf Desa

	
	
	
	

	1
	2
	
	Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa

	1
	2
	01
	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan

	1
	2
	02
	Pemeliharaan Gedung/Prasarana KantorDesa

	1
	2
	03
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana KantorDesa**

	
	
	
	

	1
	3
	
	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan

	1
	3
	01
	Pelayanan	administrasi	umum	dan	kependudukan	(Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga,dll)

	1
	3
	02
	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan
dan potensi desa**

	1
	3
	03
	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa

	1
	3
	04
	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

	1
	3
	05
	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif

	1
	3
	90
	Kegiatan Verifikasi dan Validasi Data kependudukan

	
	
	
	

	1
	4
	
	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan



	Kode Rekening
	BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN

	
	
	
	Pelaporan

	1
	4
	01
	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes
(Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)

	1
	4
	02
	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll.,
yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhandesa)

	1
	4
	03
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa(RPJMDes/RKPDes,dll)

	1
	4
	04
	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ
APBDes,dan seluruh dokumen terkait)

	1
	4
	05
	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa

	1
	4
	06
	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen
Rencana Pembangunan/Keuangan)

	
1
	
4
	
07
	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan
keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)

	1
	4
	08
	Pengembangan Sistem Informasi Desa

	1
	4
	09
	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan
Desa (Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga, dll)**

	1
	4
	10
	Dukungan	Pelaksanaan	dan	Sosialisasi	Pilkades,	Pemilihan	Kepala
Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenangDesa)

	1
	4
	11
	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa

	1
	4
	90
	Pengisian, penetapan, mutasi dan pemberhentian Perangkat Desa

	
	
	
	

	1
	5
	
	Sub Bidang Pertanahan

	1
	5
	01
	Sertifikasi Tanah Kas Desa

	1
	5
	02
	Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)

	1
	5
	03
	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin

	1
	5
	04
	Mediasi Konflik Pertanahan

	1
	5
	05
	Penyuluhan Pertanahan

	1
	5
	06
	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan(PBB)

	1
	5
	07
	Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa **

	
	
	
	

	2
	
	
	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNANDESA

	
	
	
	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa berisi sub bidang dan kegiatan dalam pembangunan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan lain- lain. Pembangunan tidak berarti hanya pembangunan secara fisik akan tetapi juga terkait dengan pembangunan non fisik seperti pengembangan
dan pembinaan, bidang ini mencakup :

	2
	1
	
	Sub Bidang Pendidikan

	2
	1
	01
	PenyelenggaraanPAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah	Non-Formal	Milik
Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional,dst)

	2
	1
	02
	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)

	2
	1
	03
	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat

	2
	1
	04
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/
Sanggar Belajar Milik Desa**

	2
	1
	05
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah
Non-Formal Milik Desa**

	
2
	
1
	
06
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan	Sarana/Prasarana/ Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-
Formal Milik Desa**

	2
	1
	07
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/
Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa**

	2
	1
	08
	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa)

	2
	1
	09
	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar

	2
	1
	10
	Dukungan Pendidikan bagi SiswaMiskin/Berprestasi



	Kode Rekening
	BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN

	
	
	
	

	2
	2
	
	Sub Bidang Kesehatan

	
2
	
2
	
01
	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat- obatan;	Tambahan	Insentif	Bidan	Desa/Perawat	Desa;	Penyediaan
Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin,dst)

	2
	2
	02
	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia,Insentif Kader Posyandu)

	2
	2
	03
	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)

	2
	2
	04
	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan

	2
	2
	05
	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa

	2
	2
	06
	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)

	2
	2
	07
	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional

	2
	2
	08
	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD

	2
	2
	09
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan	Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **

	
	
	
	

	2
	3
	
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

	2
	3
	01
	Pemeliharaan Jalan Desa

	2
	3
	02
	Pemeliharaan Jalan LingkunganPermukiman/Gang

	2
	3
	03
	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani

	2
	3
	04
	Pemeliharaan Jembatan Milik Desa

	2
	3
	05
	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert,Drainase, Prasarana Jalan lain)

	2
	3
	06
	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan

	2
	3
	07
	Pemeliharaan	Pemakaman	Milik	Desa/Situs	Bersejarah	Milik Desa/Petilasan Milik Desa

	2
	3
	08
	Pemeliharaan Embung MilikDesa

	2
	3
	09
	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa

	2
	3
	10
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa**

	2
	3
	11
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan	Jalan	Lingkungan
Permukiman/Gang **

	2
	3
	12
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **

	2
	3
	13
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa
**

	2
	3
	14
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa(Gorong-
gorong,Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) **

	2
	3
	15
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan	Balai	Desa/Balai Kemasyarakatan**

	2
	3
	16
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan	Pemakaman	Milik	Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan

	2
	3
	17
	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **

	2
	3
	18
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa

	2
	3
	19
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa**

	2
	3
	20
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa**

	
	
	
	

	2
	4
	
	Sub Bidang Kawasan Permukiman

	2
	4
	01
	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)

	2
	4
	02
	Pemeliharaan Sumur Resapan MilikDesa

	2
	4
	03
	Pemeliharaan	Sumber	Air	Bersih	Milik	Desa	(Mata	Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)

	2
	4
	04
	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)

	2
	4
	05
	Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan)



	Kode Rekening
	BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN

	2
	4
	06
	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll

	2
	4
	07
	Pemeliharaan	Fasilitas	Pengelolaan	Sampah	Desa/Permukiman
(Penampungan, Bank Sampah, dll)

	2
	4
	08
	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah
Rumah Tangga)

	2
	4
	09
	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa

	2
	4
	10
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan**

	2
	4
	11
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa
(Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor,dll)**

	2
	4
	12
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah
Tangga (pipanisasi, dll) **

	2
	4
	13
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong- gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan) **

	2
	4
	14
	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan	Fasilitas	Jamban	Umum/MCK umum, dll **

	2
	4
	15
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan	Fasilitas	Pengelolaan	Sampah
Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah,dll)**

	2
	4
	16
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah
(Drainase,Air limbah RumahTangga)**

	2
	4
	17
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan	Taman/Taman	Bermain	Anak MilikDesa**

	
	
	
	

	2
	5
	
	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup

	2
	5
	01
	Pengelolaan Hutan Milik Desa

	2
	5
	02
	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa

	2
	5
	03
	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan kehutanan

	2
	5
	90
	Pembangunan/pemeliharaan Taman Desa**

	
	
	
	

	2
	6
	
	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika

	2
	6
	01
	Pembuatan Rambu-rambu di JalanDesa

	2
	6
	02
	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho
Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga,dll)

	2
	6
	03
	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi
Lokal Desa

	
	
	
	

	2
	7
	
	Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

	2
	7
	01
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa

	2
	7
	02
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa **

	
	
	
	

	2
	8
	
	Sub Bidang Pariwisata

	2
	8
	01
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa

	2
	8
	02
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata
Milik Desa

	2
	8
	03
	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa

	
	
	
	

	3
	
	
	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATANDESA

	
	
	
	Bidang pembinaan kemasyarakatan berisi sub bidang dan kegiatan untuk meningkatkanperansertadankesadaranmasyarakat/lembagakemasyarakat
andesa

	
	
	
	yang mendukung proses pembangunan desa yang mencakup:

	3
	1
	
	Sub	Bidang	Ketenteraman,	Ketertiban	Umum,	dan	Pelindungan
Masyarakat

	3
	1
	01
	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll)**



	Kode Rekening
	BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN

	3
	1
	02
	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)

	
3
	
1
	
03
	Koordinasi	Pembinaan	Ketentraman,	Ketertiban,	dan	Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala
Lokal Desa

	3
	1
	04
	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa

	3
	1
	05
	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa

	3
	1
	06
	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin

	3
	1
	07
	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat

	
	
	
	

	3
	2
	
	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan

	3
	2
	01
	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa

	3
	2
	02
	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil
Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota

	3
	2
	03
	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan
(perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa

	3
	2
	04
	Pemeliharaan	Sarana	dan	Prasarana	Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa**

	3
	2
	05
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan	Sarana	dan	Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa **

	3
	2
	90
	Pembinaan kerukunan umat beragama;

	3
	2
	91
	Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong Mayarakat

	
	
	
	

	3
	3
	
	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

	3
	3
	01
	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di
tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota

	3
	3
	02
	Penyelenggaraan	pelatihan	kepemudaan	(Kepemudaan,	Penyadaraan
Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa

	3
	3
	03
	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa

	3
	3
	04
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik
Desa**

	3
	3
	05
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan	Sarana	dan	Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**

	3
	3
	06
	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga

	
	
	
	

	3
	4
	
	Sub Bidang KelembagaanMasyarakat

	3
	4
	01
	Pembinaan Lembaga Adat

	3
	4
	02
	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD

	3
	4
	03
	Pembinaan PKK

	3
	4
	04
	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan

	3
	4
	90
	Sistem organisasi mayarakat adat;

	3
	4
	91
	Pembinaan lembaga kemasyarakatan Desa;

	3
	4
	92
	Fasilitasi kegiatan urusan kemasyarakatan;

	3
	4
	93
	Pengelolaan kelompok-kelompok bina keluarga; dan

	
3
	
4
	
94
	Sistem organisasi masyarakat adat/ pembinaan kelembagaan masyarakat/
pembinaan lembaga dan hukum adat/pengembangan peran masyarakat Desa**.

	
	
	
	

	4
	
	
	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

	
	
	
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat mencakup sub-bidang dan kegiatan yang
diarahkanuntukmeningkatkanpemahaman,kapasitasmasyarakatdalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yangmencakup:

	4
	1
	
	Sub Bidang Kelautan danPerikanan



	Kode Rekening
	BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN

	4
	1
	01
	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat MilikDesa

	4
	1
	02
	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa

	4
	1
	03
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat
Milik Desa**

	4
	1
	04
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan	Pelabuhan	Perikanan
Sungai/Kecil Milik Desa**

	4
	1
	05
	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)

	4
	1
	06
	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Perikanan
Darat/Nelayan **

	
	
	
	

	4
	2
	
	Sub Bidang Pertanian danPeternakan

	4
	2
	01
	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian,penggilingan Padi/jagung, dll)

	4
	2
	02
	Peningkatan	Produksi	Peternakan	(Alat	Produksi	dan	pengolahan
peternakan,kandang, dll)

	4
	2
	03
	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll)

	4
	2
	04
	Pemeliharan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana

	4
	2
	05
	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan	Tekonologi	Tepat	Guna	untuk Pertanian/Peternakan **

	
	
	
	

	4
	3
	
	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

	4
	3
	01
	Peningkatan kapasitas kepala Desa

	4
	3
	02
	Peningkatan kapasitas perangkat Desa

	4
	3
	03
	Peningkatan kapasitas BPD

	
	
	
	

	4
	4
	
	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga

	4
	4
	01
	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan

	4
	4
	02
	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak

	4
	4
	03
	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)

	4
	4
	90
	kegiatan Fasilitasi Pendistribusian Beras Subsidi Untuk Masyarakat Miskin

	
	
	
	

	4
	5
	
	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

	4
	5
	01
	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/UMKM

	4
	5
	02
	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta
Koperasi

	4
	5
	03
	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan
Non-Pertanian

	
	
	
	

	4
	6
	
	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal

	4
	6
	01
	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa)

	4
	6
	02
	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)

	
	
	
	

	4
	7
	
	Sub Bidang Perdagangan danPerindustrian

	4
	7
	01
	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milikDesa

	4
	7
	02
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa **

	4
	7
	03
	Pengembangan Industri kecil levelDesa

	4
	7
	04
	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan	kelompok	usaha
ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll) **

	
	
	
	

	5
	
	
	BIDANG	PENANGGULANGAN	BENCANA,	KEADAAN	DARURAT	DAN
MENDESAK DESA

	
	
	
	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan



	Kode Rekening
	BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN

	
	
	
	mendesak:

	5
	1
	
	Sub Bidang Penanggulangan Bencana

	5
	1
	00
	Penanggulangan Bencana

	5
	2
	
	Sub Bidang KeadaanDarurat

	5
	2
	00
	Keadaan Darurat

	5
	3
	
	Sub Bidang KeadaanMendesak.

	5
	3
	00
	Keadaan Mendesak





BAB VI
PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Kebonsari Kec. Sumbersuko Tahun 2022 - 2027 merupakan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan desa selama 6 tahun ke depan dalam masa pemerintahan Kepala Desa terpilih Drs. Fathur Rohman. Dokumen ini berisi penjabaran Visi, Misi dan Program Kepala Desa periode 2022 - 2027, yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023 dan RPJM Nasional. 
RPJMDes Desa Kebonsari tahun 2022 - 2027 juga memuat arah kebijakan keuangan desa, strategi pembangunan desa, kebijakan umum dan program Perangkat Desa dan pendanaan yang bersifat indikatif sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.
Dokumen RPJMDes Desa Kebonsari Tahun 2022 - 2027  menjadi acuan bagi seluruh pihak yang terkait dalam perencanaan dan pembangunan. Sehingga keselarasan dan keterpaduan seluruh pihak terkait dan pemangku kepentingan dalam pembangunan di Desa Kebonsari dalam 6 (enam) tahun kedepan dapat menerjemahkan cita-cita Kepala Desa terpilih yang tertuang dalam visi misi tujuan dan sasaran yang telah dijabarkan secara terperinci.

6.1. Kaidah Transisi 
RPJMDes Desa Kebonsari Kec. Sumbersuko Tahun 2022 - 2027 menjadi panduan dalam merencanakan dan mewujudkan pembangunan yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) untuk tahun 2022 hingga tahun 2027. Setelah berakhirnya RPJMDes Desa Kebonsari Tahun 2022 - 2027, perlu disusun RPJMDes Desa Kebonsari Tahun 2027 – 2032 sebagai acuan bagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan enam tahun berikutnya. Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan RKPDes setelah RPJMDes berakhir maka ditetapkan pedoman transisi sebagai berikut :
1. RPJMDes ini menjadi pedoman penyusunan RKPDes dan Kebijakan Umum serta Prioritas Program APBDes masa transisi yaitu tahun pertama di bawah kepemimpinan Kepala Desa terpilih hasil pemilihan kepala Desa  pada periode berikutnya;


2. RPJMDes pada angka 1 antara lain bertujuan menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMDes;
3. RKPDes masa transisi merupakan tahun pertama RPJMDes dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari RPJMDes periode berikutnya, yang dapat direvisi sesuai dengan RPJMDes yang baru.

6.2. Kaidah Pelaksanaan 
RPJMDes Desa Kebonsari Tahun 2022 - 2027 ini merupakan panduan bagi Pemerintah Desa Kebonsari serta pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan pembangunan 6 (enam) tahun ke depan. Oleh karena itu konsistensi, kerjasama, transparansi dan inovasi serta rasa tanggung  jawab yang tinggi sangat diperlukan guna pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMDes sehingga perlu dibuat kaidah pelaksanaan yang bertujuan terciptanya koordinasi dan keberlanjutan program sehingga terjadi efisiensi dan efektifitas baik pembiayaan maupun waktu pelaksanaan. Kaidah pelaksanaan RPJMDes Desa Kebonsari Tahun 2022 - 2027 sebagai berikut : 
1. Kepala Desa Kebonsari berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Desa tentang RPJMDes Desa Kebonsari Tahun 2022 - 2027 kepada masyarakat; 
2. Penyusunan RKPDes Desa Kebonsari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2027 berpedoman pada RPJMDes Desa Kebonsari Tahun 2022 - 2027;
3. Penyusunan RKPDes Desa Kebonsari dilakukan melalui proses Musyawarah Desa (MUSDES) secara berjenjang yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
4. Program dan Kegiatan yang tidak didanai dari APBDes Desa Kebonsari, ketentuan dan pelaksanaannya mengikuti pedoman / Juklak / juknis dari sumber dananya.;
5. Masyarakat dapat berperanan dalam mengawal pelaksanaan RPJMDes Desa Kebonsari Tahun 2022 - 2027 dengan melaporkan program kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Desa apabila dianggap tidak sesuai dengaan yang ditetapkan. 


Dokumen RPJMDes ini memerlukan dukungan, kesungguhan dan rasa tanggungjawab, serta semangat gotong royong seluruh Masyarakat di Desa Kebonsari, sesuai dengan peran masing – masing dan juga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Desa dalam rangka mewujudkan tercapainya visi Desa Kebonsari Tahun 2022 - 2027 yaitu Desa Kebonsari  “BERSAUDARA” (Bermartabat, Sejahtera, Aman, Unggul, Damai, Religius, dan Amanah)

KEPALA DESA KEBONSARI



Drs. FATHUR ROHMAN
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